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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA 

PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK DITINJAU  

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  

TENTANG PERSEROAN TERBATAS 

(Studi Kasus di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar) 

 

Oleh: Asti Amalia Rahayu 

Oleh Dosen Pembimbing: Lelisari dan Edi Yanto 

 

 

Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan dalam 

menanggulangi dampak dari bisnis perusahaan adalah dengan menerapkan 

program Corporat Social Responsibility (CSR). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan untuk 

mengetahui implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar. Jenis penelitan ini adalah 

penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan 

konseptual, sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yaitu wawancara. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

diatur dalam Pasal 74, dimana isi daripada ketentuan tersebut memuat, wajib bagi 

perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam untuk melaksanakan CSR. Pelaksanaan CSR dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, yaitu biaya anggaran yang 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan diukur pula dengan 

potensi risiko yang harus ditanggung perusahaan akibat dampak dari kegiatan 

usaha perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. 

Implementasi CSR pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar 

adalah cukup maksimal, diharapkan dengan adanya CSR dapat dapat membangun 

kemandirian masyarakat di 5 desa binaan dan dapat memajukan perekonomian. 

Kata kunci: Implementasi, CSR, Perseroan Terbatas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau dengan kata 

lain Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya merupakan suatu 

tanggung jawab berkelanjutan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam 

tujuan menjaga hubungan sosial dan lingkungan wilayah sekitar perusahaan, 

dimana pada tanggung jawab tersebut tidak mengabaikan kemampuan dari 

perusahaan.
1
  

Dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya, perusahaan bukan hanya 

berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial saja, namun 

dengan tujuan meraih keuntungan sosial juga menjadi tujuan utama 

perusahaan dengan maksud menguatkan pendapatan finansial. Hal ini perlu 

dilakukan suatu perusahaan dalam tujuan mempertahankan pelanggan 

(customer) sebagai bentuk penguatan konsumen (consumer). Dengan maksud 

mempertahankan konsumen, segala usaha dilakukan perusahaan dan tak 

jarang pula menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran etika, dan pada 

akhirnya sering berdampak negatif pula bagi konsumen atau orang di luar 

korporat. Kepercayaan (trust) dari masyarakat setempat terhadap perusahaan 

sangat diperlukan untuk memperoleh keuntungan sosial perusahaan dan pada 

akhirnya akan dapat menyebabkan pencegahan terhadap konflik sosial antara 

masyarakat dengan perusahaan. Begitu juga antara perusahaan dengan 

                                                           
1
 Budi Untung, CSR dalam Dunia Bisnis, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014. Hlm. 1. 
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karyawannya, dengan jaringan pemangku kepentingannya (stakeholder), 

terjalin hubungan kepercayaan dan adanya ikatan antara karyawan dengan 

perusahaan.
2
 

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility sudah diatur pada 

ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas, yang bunyi ketentuan Ayat (1) dijelaskan bahwa “Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib dilakukan oleh perusahaan yang 

berkegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam”. 

Dalam hal ini maka pelaksanaan kegiatan daripada CSR ini wajib hukumnya 

untuk dilaksanakan, apabila sebuah perusahaan tidak melaksanakannya maka 

akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas, pelaksanaan kegiatan CSR juga diatur dalam peraturan-peraturan 

lain, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan  Perseroan Terbatas. 

Dengan adanya kewajiban pelaksanaan kegiatan CSR, diharapkan 

perusahaan bukan hanya menerima hak untuk meraih keuntungan saja, 

dengan penggunaan sumber daya alam, melainkan harus menjalankan 

kewajiban dalam memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperbaiki 

                                                           
2
 Bambang Rudito dan Melia Famiola, Corporate Social Responsibility, Edisi Revisi,  

Bandung: Rekayasa Sains, 2019. Hlm. 1-2. 
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lingkungan sekitar perusahaan yang terkena dampak dari kegiatan usahanya 

sebagai bentuk tanggung jawab dari kegiatan usaha perusahaan. 

Adapun salah satu perusahaan yang tergolong wajib melakukan CSR 

ialah PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Perusahaan tersebut merupakan 

salah satu korporat penghasil semen di Indonesia. PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk saat ini sudah memiliki 13 pabrik yang berlokasi di Pulau 

Kalimantan dan Pulau Jawa serta memiliki 9 terminal yang salah satunya ada 

di Pelabuhan Lembar, Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.  

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar sebagai 

tempat pemberhentian sementara kendaraan pengangkut semen produksi yang 

dihasilkan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk untuk menaikan dan 

menurunkan semen hingga sampai pada tujuan akhir. Perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan 

sumber daya alam. 

Berdasarkan uraian di atas, penyusun perlu melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus di PT. Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas,  antara lain: 

1. Bagaimana pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(PT) ? 

2. Bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas (PT). 

2. Untuk mengetahui implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Akademik   

Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh derajat 

sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Mataram. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menambah 

referensi-referensi kajian pustaka mengenai Corporate Social 
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Responsibility (CSR), selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan 

pengembangan dan informasi bagi peneliti yang hendak melakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

3. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

terhadap Pemerintah, Perusahaan dan masyarakat 

a. Bagi Pemerintah 

Dari hasil penelitian ini minimal dapat memberi pandangan bagi 

pemerintah dalam perumusan kebijakan-kebijakan terkait dengan 

program Corporate Social Responsibility (CSR). 

b. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberitahu kepada 

perusahaan bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. 

c. Bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian ini dapat memberitahukan kepada masyarakat 

bahwa masyarakat memiliki hak dari kemanfaatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang diberikan oleh perusahaan melalui 

pemangku kepentingan. Apabila ada perusahaan-perusahaan yang 

didirikan di daerah sekitar. 
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E. Hasil Penelitian Yang Relevan 

No Nama 

Peneliti 

Terdahulu 

Judul  

Penelitian 

Rumusan 

Masalah 

Hasil dari Penelitian 

1. Hasnawati 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Islam 

Institut 

Agama 

Islam 

Negeri 

(IAIN) 

Parepare 

(2019) 

Implementa

si 

Corporate 

Social 

Responsibili

ty (CSR) 

Berdasarkan 

Analisis 

Ekonomi 

Islam pada 

Bank 

Muamalat 

Cabang 

Pembantu 

Parepare. 

1. Apa bentuk 

implementa

si pelaporan 

Tanggung 

Jawab 

Sosial atau 

Corporate 

Social 

Responsibil

ity (CSR) 

Bank 

Muamalat 

Cabang 

Pembantu 

Parepare? 

2. Bagaimana 

pandangan 

ekonomi 

Islam 

terhadap 

implementa

si 

Tanggung 

Jawab 

Sosial atau 

Corporate 

Social 

Responsibil

ity (CSR) 

Bank 

Muamalat 

Cabang 

Pemembant

u Parepare 

1. Bentuk 

implementasi 

kegiatan CSR yang 

dilaksanakan oleh 

Bank Muamalat 

Cabang Pembantu 

Parepare terdapat di 

berbagai macam 

bidang, yaitu dengan 

kegiatan 

menyelenggarakan 

zikir dan doa 

bersama anak yatim, 

gerakan bersih 

masjid dan bangga 

berdonor darah 

untuk Indonesia, 

dari kegiatan-

kegiatan tersebut 

adalah salah satu 

bentuk deklarasi dari 

nilai Muamalat 

IDEAL yang 

tercantum di 

dalamnya yaitu nilai 

islami modern 

profesional dan juga 

upaya untuk 

menjadikan nilai-

nilai tersebut 

menjadi budaya 

perusahaan. 

2. Implementasi 

kegiatan CSR yang 

dilakukan Bank 

Muamalat Cabang 

Pembantu Parepare  

dinilai masih 

bersifat sangat 

terbatas, karena 

pada dasarnya CSR 
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dilakukan dengan 

sukarela, serta masih 

mengedepankan 

keuntungan dalam 

mencari nasabah  

masih sedikitnya 

pelaksanaan CSR 

yang dilaksanakan 

ini, menunjukkan 

bahwa rendahnya 

kepedulian Bank 

Muamalat Cabang 

Pembantu Parepare 

terhadap 

lingkungan. Hal ini 

menunjukan bahwa 

terdapat ketidak 

selarasan kegiatan 

CSR tersebut dengan 

tujuan Bank Syariah 

yang didirikan 

dengan berlandas 

pada agama yang 

memiliki tujuan 

dalam memperoleh 

keseimbangan 

material dan 

spiritual bagi 

pemeluknya. 

2. Rame Liza 

Hutasoit 

Fakultas 

Hukum 

Universita

s 

Sumatera  

Utara 

Medan  

(2018) 

Pelaksanaan 

Prinsip 

Corporate 

Social 

Responsibili

ty (CSR) 

Pada PT 

Pelindo I 

(Persero) 

 

1. Mengapa 

Corporate 

Social 

Rensponsibili

ty (CSR) 

perlu 

diterapkan di 

Indonesia? 

2. Bagaimana 

pelaksanaan 

Corporate 

Social 

Rensponsibili

ty (CSR) 

pada PT 

Pelindo I 

(Persero)? 

1. Pengaturan 

mengenai Corporate 

Social 

Rensponsibility 

(CSR) sudah diatur 

dalam Undang-

Undang No. 25 

Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal 

dan Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan 

Terbatas. Selain itu, 

ketentuan lebih 

lanjut dalam 

mengatur mengenai 

pelaksanaan dari 



8 

  

 

 

3. Bagaimana 

pengaruh 

pelaksanaan 

Corporate 

Social 

Rensponsibili

ty (CSR) PT 

Pelindo I 

(Persero) 

terhadap 

citra 

perusahaan? 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

diatur pula dalam 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2012 

tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan 

Lingkungan 

Perseroan Terbatas, 

Peraturan Menteri 

BUMN dan lain 

sebagainya. 

2. Pelaksanaan CSR 

pada PT Pelindo I 

(Persero) 

dilaksanakan 

melalui penetapan 

bidang kemitraan 

dan bina lingkungan 

(PKBL) yang 

memiliki tugas 

dalam menyiapkan 

pembinaan, dan 

menyusun program 

kerja, 

penyelenggaraan 

serta pengendalian 

kemitraan dan bina 

lingkungan dengan 

maksud tujuan untuk 

menunjang 

pencapaian tujuan 

perusahaan. 

3. Pengaruh 

pelaksanaan 

kegiatan CSR pada 

PT Pelindo I 

(Persero) terhadap 

image perseroan 

adalah bahwa 

masyarakat 

memahami dan turut 

dalam mendukung 

program PT Pelindo 

I (Persero) sebagai 
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bukti kepedulian PT 

Pelindo I (Persero). 

Tabel 1 

Terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini, antara lain: 

Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati mengenai 

implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan analisis 

ekonomi Islam pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare pada 

dasarnya berfokus pada setiap bentuk pelaksanaan CSR yang memuat 

kegiatan-kegiatan Islami, dan pandangan ekonomi Islam terhadap 

implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Parepare. Sementara dalam penelitian ini, lebih 

mengacu terhadap pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 

implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar.   

Jadi dalam penelitian Hasnawati lebih mengacu pada implementasi 

atau pelaksanaan CSR yang bersifat Islami, sementara pada penelitian ini 

mengacu implementasi atau pelaksanaan CSR dari sudut pandang hukum 

positif yang berlaku di Indonesia.  

Kedua, pada penelitian yang diteliti oleh Rame Liza Hutasoit pada 

tahun 2018, mengenai Pelaksanaan Prinsip Corporate Social Responsibility 

(CSR) pada PT Pelindo I (Persero), terdapat perbedaan dengan penelitian ini. 
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Perbedaan tersebut terletak pada penelitian Rame Liza Hutasoit yang 

membahas tentang penerapan Corporate Social Rensponsibility (CSR) di 

Indonesia, pelaksanaan Corporate Social Rensponsibility (CSR) pada PT 

Pelindo I (Persero) dan pengaruh pelaksanaan Corporate Social 

Rensponsibility (CSR) PT Pelindo I (Persero) terhadap citra perusahaan. 

Sedangkan pada penelitian ini, fakus pembahasan membahas tentang 

pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan implementasi 

Corporate Social Responsibility (CSR)  di PT. Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk Terminal Lembar.  

Dengan ini, penelitian yang diteliti Rame Liza Hutasoit lebih 

mengarah pada pelaksanaan prinsip dari kegiatan CSR, sementara pada 

penelitian ini lebih mengarah pada implementasi CSR pada perusahaan. 

  



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Corporate Social Responsibility (CSR) 

1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk 

tanggung jawab yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap lingkungan 

sekitar perusahaan sebagai kepedulian sosial maupun lingkungan dengan 

memperhatikan standar kemampuan dari perusahaan. Pada pelaksanaan 

tanggung jawab ini harus menghormati dan memperhatikan tradisi dan 

budaya masyarakat sekitar wilayah kegiatan usahanya. Corporate Social 

Responsibility merupakan suatu komitmen bahwa pada dasarnya 

perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap komunitas, karyawan, 

konsumen, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek 

oprasional perusahaan. Pada pelaksanaannya, CSR akan berdampak pada 

keberlangsungan kegiatan dari perusahaan. Dalam melakukan aktivitas 

kegiatan usaha, perusahaan tidak hanya mendasarkan keputusan 

berdasarkan faktor keuangan seperti halnya deviden atau keuntungan 

saja, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dilingkungan 

untuk saat ini maupun jangka panjang.
3
 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

didefinisikan sebagai, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah 

                                                           
3
 Budi Untung, Loc.Cit. 
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komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan 

yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya.”
4
 

Pengaturan Corporate Social Responsibility diatur dalam Pasal 74 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

yang berbunyi: 

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan 

yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran. 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. 

 

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan atau Corporat Social Responsibility (CSR) diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 74 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.  

                                                           
4
 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini diatur 

mengenai:
5
 

a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh 

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan 

Undang-Undang. Yang dimaksud berdasarkan Undang-

Undang adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan 

undang-undang mengenai sumber daya alam atau berkaitan 

dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan 

perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di 

bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, 

sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, 

ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan 

konsumen. 

b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan 

di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan. 

c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan 

berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana 

kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaannya.  

d. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

e. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib 

dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk 

dipertanggungjawabkan kepada RUPS. 

f. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak 

melaksanaakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Namun yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai 

segala bentuk sansi yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang terkait.  

g. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan 

oleh instansi yang berwenang. 

 

                                                           
5
 Lelisari, Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR), Mataram: Arga 

Puji Press, 2013. Hlm. 30-32. 
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Adapun pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

menurut pendapat-pendapat dari beberapa ahli  yang didasari oleh 

beberapa penelitian terhadap kegiatan perusahaan didefinisikan sebagai 

berikut:
6
 

a. Menurut Davis dan Frederick 

“Davis dan Frederick pada tahun 1992 menyatakan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebagai kewajiban 

organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam 

kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruahan di samping kegiatan-

kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri.”
7
 

 

b. Farmer dan Hougue  

“Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen 

perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat 

inginkan. Jadi, perusahaan tidak hanya dapat menyediakan barang 

dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga 

ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat.”
8
 

 

c. Menurut Bowen 

“Bowen melihat Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 

suatu kewajiban sosial yang mana kewajiban tersebut diwujudkan 

dalam suatu tindakan, tindakan mana harus sesuai dengan kebutuhan 

dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Dalam 

perkembangan lebih lanjut, atas dasar pengertian Corporate Social 

Responsibility yang dirumuskan Bowen tersebut, ia dinyatakan 

sebagai Bapak dari Corporate Social Responsibility modern.”
9
 

 

d. Menurut Prastowo dan Huda  

“Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme alami 

sebuah perusahaan untuk „membersikan‟ keuntungan-keuntungan 

besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan 

untuk memperolah keuntungan kadang-kadang merugikan orang 

lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan 

                                                           
6
 Bambang Rudito & Melia Famiola, Op.Cit. Hlm. 112. 

7
 Muhamad Sadi Is, Op.Cit. Hlm. 230. 

8
 Ibid. Hlm. 231. 

9
 Lelisari, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Pertambangan Mineral 

Dalam Diventasi Saham Perusahaan, Program Studi Doktor  (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Sumatra Utara, Medan. Hlm. 109. 
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sebagai mekanisme alamiah karena Corporate Social Responsibikity 

(CSR) adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan 

ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka 

kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan 

masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang 

lebih baik.”
10

 

 

e. Menurut Kotler & Nance 

“Mendefinisikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 

komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi 

sumber daya korporasi.”
11

 

 

f. Menurut Prince of Wales Internasional Business Forum 

Terdapat lima filar aktivitas Corporate Social Responsibility 

(CSR) menurut Prince of Wales Internasional Business Forum, 

sebagai berikut:
12

 

1) Building human kapital adalah berkaitan dengan internal 

perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang andal, 

sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan 

pemberdayaan masyarakat. 

2) Strengthening economies adalah perusahaan dituntut untuk tidak 

menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya 

miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya. 

3) Assesing social chesion adalah upaya untuk menjaga 

keharmunisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak 

menimbulkan konflik. 

4) Encouraging good governance adalah perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada Good Corporate 

Governance  (GCG). 

5) Protecting the enviroment adalah perusahaan harus berupaya 

keras menjaga kelestarian lingkungannya. 

 

                                                           
10

 Landasan Teori: Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR), http://e-

journal.uajy.ac.id/8259/3/EM218396.pdf, diakses pada 23 November 2020. 
11

 T. Romi Marnelly, Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek 

di Indonesi,  Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 2 No. 2, April 2012. 
12

 Muhamad Sadi Is, Op. Cit.  Hlm. 231. 
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Dari pengertian CSR di atas, maka terdapat hal-hal yang perlu 

diperhatikan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, 

yaitu:
13

 

a. Memperhatikan kepentingan masyarakat umum. 

b. Menjaga kelestarian lingkungan alam di sekitar kita. 

c. Men jaga kepentingan dan kesejahteraan pekerja. 

d. Menjaga kepentingan konsumen. 

e. Menjaga kepentingan pemegang saham. 

f. Menjaga agar setiap tindakan tidak menyalahi undang-undang. 

 

2. Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) 

Ranah Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) mengandung dimensi yang sangat luas dan 

kompleks. Di samping itu, tanggung jawab Corporate Social 

Responsibility (CSR) juga mengandung interprestasi yang sangat 

berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan 

(Stakeholder). Karena itu dalam rangka memudahkan pemahaman dan 

penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggaris bawahi pinsip dasar 

yang terkandung dalam tanggung jawab Corporate Social Responsibility 

(CSR).
14

 

Secara umum, prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility 

(CSR) berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan dan tata 

                                                           
13

 Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis: Edisi Pertama, Jakarta: KENCANA, 2004. Hlm. 

357. 
14

 Yogi Randa Adiatma, Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT 

Asahimas Flat Glass Tbk, Diploma thesis, Surabaya: STIE PERBANAS SURABAYA, 2016. 

Hlm. 9. 
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kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Prinsip-

prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) antara lain:
15

 

a. Prioritas korporat, yaitu mengakui tanggung jawab sosial 

sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama 

pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa 

membuat kebijakan, program, dan praktek dalam menjalankan 

operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara 

sosial. 

b. Manajemen terpadu, yaitu mengintegrasikan kebijakan, 

program, dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai 

satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen. 

c. Proses perbaikan, yaitu secara berkesinambungan memperbaiki 

kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasar 

temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta 

menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional. 

d. Pendidikan karyawan, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan serta memotivasi karyawan. 

e. Pengkajian, yaitu melakukan kajian dampak sosial sebelum 

memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu 

fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik. 

f. Produk dan jasa, yaitu mengembangkan produk dan jasa yang 

tak berdampak negatif secara sosial. 

g. Informasi publik, yaitu memberi informasi dan (bila 

diperlukan) mendidik pelanggan, distributor, dan publik 

tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan 

pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa. 

h. Fasilitas dan operasi, yaitu mengembangkan, merancang, dan 

mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang 

mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial. 

i. Penelitian, yaitu melakukan atau mendukung penelitian 

dampak social bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah 

yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang 

menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif. 

j. Prinsip pencegahan, yaitu memodifikasi manufaktur, 

pemasaran, atau penggunaan produk, atau jasa, sejalan dengan 

penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang 

bersifat negatif. 

k. Siaga menghadapi darurat, yaitu menyusun dan merumuskan 

rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan 

berbahaya bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi 

                                                           
15

 Janico Alwendi, Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas 

Nasabah Tabungan BNI Taplus Syari’ah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syari’ah Cabang 

Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam, Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012. Hlm. 25-27. 
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berwenang, dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi 

bahaya yang muncul. 

l. Transfer best practise, yaitu berkontribusi pada pengembangan 

dan transfer praktek bisnis yang bertanggungjawab secara 

sosial pada semua industri dan sektor publik. 

m. Memberi sumbangan, yaitu mumbangan untuk usaha bersama, 

pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga 

pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga 

pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang 

tanggung jawab sosial. 

n. Keterbukaan, yaitu menumbuh kembangkan keterbukaan dan 

dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi 

respons terhadap potencial hazard, dan dampak operasi, 

produk, limbah, atau jasa. 

o. Pencapaian dan pelaporan, yaitu mengevaluasi kinerja sosial, 

melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji 

pencapaian berdasarkan criteria korporat dan peraturan 

perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut 

pada dewan direksi, pemegang saham, dan pekerja. 

 

Crowther David mengemukakan prinsip-prinsip Corporate Sosial 

Responsibility (CSR), sebagai berikut:
16

 

a. Sustainability  

Sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam 

melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan 

sumber daya di masa depan. Di samping itu, juga memberikan 

arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap 

memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa 

depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan 

dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap 

memperhatikan generasi masa datang.  

 

                                                           
16

 Jessika Zarlia dan Hasan Salim, Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility 

dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013, Jurnal Manajemen, Vol 11, No. 2, 2014. 
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b. Accountability 

Prinsip kedua ini merupakan upaya perusahaan terbuka dan 

bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas 

dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan 

dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjabarkan pengaruh 

kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan 

eksternal. 

c. Transparency 

Prinsip transparency merupakan prinsip penting bagi pihak 

eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas 

perusahaan berikut dampak pada pihak eksternal. 

Adapun prinsip Corporate Sosial Responsibility (CSR) berdasarkan 

ISO 26000:
17

 

a. Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas adalah membuktikan bahwa organisasi 

bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar, akuntabilitas 

yang diminta adalah terhadap pemangku kepentingan, dalam hal 

dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan termasuk 

dampak yang tak disengaja atau tak diperkirakan. Organisasi 

seharusnya menerima bahkan mendorong penyelidikan mendalam 

atas dampak operasionalnya. 

  

                                                           
17

 Lelisari, Op.Cit. Hlm. 403-404. 
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b. Transparensi 

Prinsip transparensi, sebuah organisasi seharusnya 

menyatakan dengan transparan seluruh keputusan dan aktivitasnya 

yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan. Karena, 

yang dituntut adalah keterbukaan yang “clear accurate and 

complete” atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas.  

c. Perilaku Etis 

Promosi perilaku etis dilaksanakan melalui: pengembangan 

struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, membuat dan 

mengaplikasikan standar perilaku etis, dan terus-menerus 

meningkatkan standar perilaku etis. 

d. Penghormatan kepada Kepentingan Stakeholder 

Sebuah organisasi harus menghormati dan melengkapi 

kepentingan stakeholdernya. Yang harus dilakukan adalah: 

mengidentifikasi, menanggapi kebutuhan, mengenali hak-hak legal 

dan kepentingan yang sah, mengenali kepentingan yang lebih luas 

terkait dengan pembangunan keberlanjutan.  

e. Kepatuhan kepada Hukum 

Sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada 

hukum adalah suatu kewajiban. Yang harus dilakukan adalah: patuh 

pada semua regulasi, memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai 

dengan kerangka hukum yang relevan, patuh pada seluruh aturan 

yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparsial, mengetahui 
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perubahan-perubahan dalam regulasi, dan periodik memeriksa 

kepatuhannya. 

f. Penghormatan kepada Norma Perilaku Internasional 

Di negara-negara dimana hukum nasionalnya atau 

implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi 

lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk 

mengacu kepada norma perilaku internasional. 

g. Penegakan Hak Asasi Mausia (HAM) 

Setiap organisasi harus menghormati HAM, dan mengakui 

betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal. Yang harus 

dilakukan adalah: manakala ditemukan situasi HAM tidak 

terlindungi, organisasi tersebut harus melindungi HAM dan tidak 

mengambil kesempatan dari situasi itu, dan apabila tidak ada 

regulasi HAM ditingkat nasional, maka organisasi harus mengacu 

pada standar HAM internasional. 

3. Teori Utilitiarianisme 

Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, dengan memegang 

prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan 

kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. 

Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik 

buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan 

kebahagiaan atau tidak. Demikian pun dengan perundang-undangan, baik 

buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Maka dari itu, 
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undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian 

terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.
18

 

Jeremy Bentham dalam karya tulisnya An Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation menyebutkan: Alam telah 

menempatkan umat manusia di bawah kendali dua kekuasaan, rasa sakit 

dan rasa senang. Hanya keduanya yang menunjukan apa yang seharusnya 

kita lakukan, dan menentukan apa yang akan dita lakukan. Standar benar 

dan salah disatu sisi, maupun rantai sebab akibat pada sisi lain, melekat 

erat pada dua kekuasaan itu. Keduanya menguasai kita dalam semua hal 

yang kita lakukan, dalam semua hal yang kita ucapkan, dalam semua hal 

yang kita pikirkan: setiap upaya yang kita lakukan agar kita tidak 

menyerah padanya hanya akan menguatkan dan meneguhkannya. Dalam 

kata-kata seorang manusia mungkin akan berpura-pura menolak 

kekuasaan mereka. Asas Manfaat (utilitas) mengakui ketidakmampuan 

ini dan menganggapnya sebagai landasan sistem tersebut,  dengan tujuan 

merajut kebahagiaan melalui tangan nalar dan hukum. Sistem yang 

mencoba untuk mempertanyakannya hanya berurusan dengan kata-kata 

ketimbang maknanya dengan dorongan sesaat ketimbang nalar, dengan 

kegelapan ketimbang terang.
19

 

Bentham menjelaskan lebih jauh bahwa asas manfaat melandasi 

segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau 

mengurangi kebahagiaan itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau 
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melawan kebahagiaan itu. Secara lebih konkret, dalam kerangka etika 

utilitarianisme dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat 

dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu 

kebijaksanaan atau tindakan, antara lain:
20

 

a. Kriteria Pertama, manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau 

tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. 

Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah 

menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau 

tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian 

tertentu. 

b. Kriteria Kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan 

atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam 

situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebiasaan 

atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang 

dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari 

suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan 

atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan 

lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam 

situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat 

dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang 

menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan 

dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau 

tindakan alternatif). 

c. Kriteria Ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk 

siapa, untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua 

orang yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau 

tindakan yang akan saya ambil?. Dalam menjawab pertanyaan 

ini, etika utilitarianisme lalu mengajukan kriteria ketiga berupa 

manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi, suatu 

kebijaksanaan atau tindakan diniali baik secara moral kalau 

tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan kalau 

mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. 

Sebaliknya, kalau ternyata suatu kebijaksanaa atau tindakan 

tidak bisa mengelak dari kerugian maka kebijaksanaan atau 

tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian yang sekecil 

mungkin bagi sedikit mungkin orang. 
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4. Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) 

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat beraneka ragam 

dari yang bersifat mendalam perusahaan yaitu mengembangkan kapasitas 

karyawannya, keluarga karyawannya serta stakeholder perusahaan 

sampai pada kegiatan yang bersifat ke luar perusahaan seperti 

pengembangan masyarakat (community development), dari yang 

bernuansa abstrak sampai pada bentuk yang konkrit. Akan tetapi dari 

keseluruhan kegiatan tersebut, pada dasarnya tidak terkait dengan produk 

dari yang dihasilkan oleh perusahaan, seperti sebuah reklame tetapi tidak 

berisi produk dari si pembuat reklame.
21

 

Pada umumnya terdapat beberapa bentuk kegiatan Corporate 

Sosial Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh perusahaan, antara 

lain: 

a. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan 

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang 

ekonomi menjadi perhatian serius setiap pemangku kebijakan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Maka program 

peningkatan pendapatan masyarakat seringkali menjadi 

program andalan setiap perusahaan dalam 

mengimplementasikan Corporate Social Responsibility (CSR).. 

Peningkatan pendapatan ekonomi ini bisa diterapkan dengan 

mengembangkan lembaga keuangan mikro, bantuan modal 
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kepada pengusaha-pengusaha kecil, pemberdayaan usaha kecil 

dan menengah dan hingga program pemberdayaan petani.
22

 

b. Bidang Kesehatan 

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan 

termasuk pengawasan kualitas air yang dikonsumsi oleh 

masyarakat, penanganan sampah atau tempat pembuangan 

sampah, penerapan lingkungan sehat dan lain sebagainya.
23

 

c. Bidang Modal Sosial 

Bidang sosial dalam konteks CSR seringkali dilihat 

sebagai pola bantuan sosial yang dilakukan perusahaan kepada 

lingkungan sekitar dalam rangka mencapai keharmonisan 

sosial antara perusahaan dan lingkungannnya (masyarakat). 

Misalnya pembangunan infrastruktur, pembinaan karang 

taruna, sunatan massal, bantuan sosial pesta adat, bantuan 

bencana alam dan lain sebagainya.
24

 

d. Bidang Pendidikan  

Program ini fokus pada tujuan untuk meningkatkan 

kualitas tingkat pendidikan. Salah satu contohnya adalah 

melakukan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur 

sekolah. Kemudian untuk meningkatkan motivasi para peserta 
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pendidikan diberikan beasiswa pendidikan untuk memacu 

peningkatan prestasi bagi mereka dan membantu anak- anak 

yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan karena 

alasan ekonomi.
25

 

e. Bidang Lingkungan 

Pentingnya pelestarian lingkungan dikarenakan, dengan 

kondisi lingkungan yang baik, akan berdampak baik pula bagi 

perusahaan. Hal ini dikarenakan antara kondisi lingkungan 

dengan kondisi perusahaan saling berkaitan atau timbal balik. 

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang 

lingkungan pada dasarnya meliputi kegiatan seperti perbaikan 

habitat hutan mangrove (berupa prakarsa, dan pengembangan 

pembibitan mangrove), penghijauan, pembagian bibit tanaman, 

gerakan bersih-bersih lingkungan dan lain sebagainya.
26

 

5. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)  

Pada dasarnya  Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki 

manfaat bagi perusahaan, masyarakat dan pemerintah, sebagai berikut: 

a. Manfaat CSR Bagi Perusahaan:
27

 

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan. 

2) Mendapatkan lisensi untuk beroprasi secara sosial. 

3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 
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4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 

5) Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 

8) Memperbaiki hubungan dengan regulator  

9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

10) Peluang mendapatkan penghargaan. 

 

b. Manfaat CSR Bagi Masyarakat:
28

 

1) Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan 

pelatihan. 

2) Pendanaan investasi komunitas dalam pengembangan 

infrastruktur. 

3) Keahlian komersial (keahlian berlaba). 

 

c. Manfaat CSR Bagi Perusahaan:
29

 

1) Dukungan pembiayaan, membantu pemerintah dalam pembiayaan 

anggaran untuk pembangunan yang berkaitan dengan 

penanggulangan kemiskinan. 

2) Dukungan sarana dan prasarana, dukungan tersebut dalam bidang 

pendidikan, ekonomi, tempat ibadah, dan lain sebagainya.   

3) Dukungan keahlian, dengan keikut sertaan perusahaan pada 

kegiatan pengembangan masyarakat. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)   

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)  

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas, yaitu “Perseroan Terbatas, 

yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 
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dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
30

   

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal pokok 

yang dapat dikemukakan, yaitu :
31

 

a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum; 

b. Didirikan berdasarkan perjanjian; 

c. Menjalankan usaha tertentu; 

d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham; 

e. Memenuhi persyaratan Undang-Undang. 

 

Adapun terdapat ciri-ciri dari Perseroan Terbatas, sebagai 

berikut:
32

 

a. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan 

hukum, yaitu subjek hukum artificial, yang sengaja 

diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan 

perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, 

orang perorangan; 

b. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas 

namanya sendiri, dan pertanggunjawaban sendiri atas setiap 

tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat.Ini 

berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau 

lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai 

subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) yang 

memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat 

dan digugat di hadapan pengadilan; 

c. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, 

atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas 

nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya 

sendiri; 

d. Kepemilikan tidak digantungkan pada orang-perorangan 

tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. 

Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa pun 

juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar 

dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu; 
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e. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi 

dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; 

dan 

f. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan 

sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau 

pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-

hal yang tidak boleh dilakukan. 

 

2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) 

Perseroan Terbatas didirikan dengan perjanjian dengan minimum 

oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa 

Indonesia. Setiap pendiri (shareholder) perseroan wajib mengambil 

bagian berupa saham-saham pada saat perseroan didirikan. Dalam 

perbuatan perjanjian pendirian perusahaan atau akta pendirian 

perusahaan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat 

kuasa.
33

 

Dalam definisi atau persyaratan di atas, terdapat unsur-unsur 

pokok: “oleh dua orang”, “akta notaris” dan “bahasa Indonesia”. 

Sekurang-kurangnya harus dua orang karena dalam mendirikan 

perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut 

asas kontraktual sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian 

Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang 

dimaksud „orang‟ disini adalah orang perseorangan atau badan 

hukum.
34

 

 

Dalam Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta 

notaris karena akta yang demikian merupakan akta autentik. Dalam 

hukum pembuktian, akta autentik dipandang sebagai suatu alat bukti 

yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam 
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akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan 

tambahan alat bukti lain. Jika yang ditunjukan bukan akta notaris, maka 

permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dapat ditolak 

oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas 

tidak berbadan hukum.
35

 

Adapun akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar 

yang telah disepakati dan keterangan lain yang berkaitan dengan dengan 

pendirian perseroan. Keterangan lain yang dimaksud disini adalah:
36

 

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 

dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat 

kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan 

menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; 

b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 

kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang 

pertama kali diangkat;  

c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian 

jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan 

disetor. 

 

Mengenai pengaturan nama pada Perseroan diatur dalam Undang-

Undang Perseroan terbatas:
 37

 

(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang: 

a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada 

pokoknya dengan nama Perseroan lain; 

b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; 

c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga 

pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat 

izin dari yang bersangkutan; 

d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan 

usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja 

tanpa nama diri; 
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e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau 

rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau 

f. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau 

persekutuan perdata.
 
 

 

(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan 

Terbatas” atau disingkat “PT”. 

(3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama 

Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”. 

Lebih lanjut menurut ayat yang terakhir, yaitu ayat (4) dari Pasal 

16, ketentuan mengenai pemakaian nama Perseroan diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pengaturan lebih lanjut melalui 

Peraturan Pemerintah, ini agar mudah bagi kita mengaturnya dari suatu 

waktu ke waktu, cepat dapat disesuaikan menurut keadaan dan keperluan, 

yang dapat berubah-ubah, daripada harus mengubah Undang-Undang.
38

 

3. Macam-Macam Perseroan Terbatas 

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka Perseroan 

Terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi:
39

 

a. PT Terbuka 

PT Terbuka adalah suatu PT yang mana masyarakat luas 

dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham 

yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka 
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memupuk modal untuk investasi PT, atau dewasa ini biasa disebut 

“PT yang go-public”. 

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pengertian 

Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah 

pemegang sahamnya memenuhi criteria tertentu, atau perseroan yang 

melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. 

Selain itu terhadap PT Terbuka dalam Pasal 16 Ayat (2 dan 3) 

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengharuskan pada akhir 

perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga harus 

didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat 

“PT”. Misalnya PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

b. PT Tertutup 

PT Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan 

tidak ada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas. 

Dengan kata lain, PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk 

menghimpun modal. Beberapa sarjana menamakan pula bentuk ini 

sebagai “PT Keluarga”, disebabkan PT demikian itu umumnya 

sahamnya terbatas hanya dimiliki diantara kalangan keluarga.
40

 

PT Tertutup tidak selamanya identik dengan PT Keluarga 

dimana sahamnya dimiliki terbatas hanya di lingkungan keluarga, 

tetapi dapat pula di antara pemegang sahamnya tidak ada hubungan 
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kekerabatan. Satu hal yang harus ditekankan, sekalipun diantara 

pemegang sahamnya ada hubungan keluarga, PT tersebut tetap 

seperti PT biasa, tidak ada ketentuan-ketentuan khusus untuk PT 

keluarga, sama seperti diantara pemegang sahamnya yang bukan 

keluarga.  

 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan adalah 

dengan metode normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang 

dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (norm), 

peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Sedangkan pendekatan empiris 

adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat atau memperhatikan 

penerapan berlakunya aturan-aturan hukum dalam praktik lapangan, yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
41

 

B. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji 

permasalahan pendekatan tersebut antara lain:  

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 

semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate 

Social Responsibility/CSR).
42

 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah atau berpedoman dengan pandangan-pandangan dan doktrin-

                                                           
41
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doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi.
43

 

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data 

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dari data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif).
44

 Peraturan perundang-undangan yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, 

tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan 

penelitian. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan. Pada dasarnya kegunaan sumber 

hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam „petunjuk‟ 
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kearah mana penelitian melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, 

disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu member 

inspiransi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai 

penelitian.
45

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada suatu Perseroan 

Terbatas.
46

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 

Adapun teknik pengumpulan bahan dan data dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Dalam proses pengumpulan data sekunder, peneliti menggunakan studi 

kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer 

(peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku dan 

pendapat para pakar) dan bahan hukum tersier (kamus hukum).
47

 

2. Dalam proses pengambilan data primer, peneliti menggunakan data 

lapangan dari hasil wawancara dengan informan dengan memberikan 

daftar pertanyaan.
48
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E. Analisa Bahan Hukum dan Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan 

data, menganalisis dan menginterpretasi.
49

 Sedangkan penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari 

pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan 

norma hukum itu sendiri.
50

 

Kemudian bahan hukum dan data dianalisis ditarik kesimpulan dengan 

metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang 

bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.
51

 Selanjutnya 

bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat bagaimana penerapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk Terminal Lembar. 

 

 

                                                           
49

 Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015. Hlm. 44. 
50

 Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law 

Review, Vol. V, No. J, 2006.  
51

 Jonny Ibrahim, Op.Cit. Hlm. 393. 


